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A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten
dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan
Pemerintah Proivnsi Banten, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sejalan dengan perintah UU KIP, Pemerintah Provinsi Banten membentuk PPID
di tingkat Pemerintah Provinsi, yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen
(PPID) dan di setiap SKPD / OPD dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen
(PPID) Pelaksana melalui Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.

Berdasarkan hal tersebut, Tahun 2023 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten membentuk PPID Pelaksana, dengan
SK Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda
Provinsi Banten Nomor: 800/504-B.PBJ/2023 kemudian dirubah dengan Nomor:
800/625-B.PBJ/2023 Tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana, dengan rincian;

1. Penanggung Jawab :

Ir. Soerjo Soebiandono, MA

(Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE)
2. Ketua PPID Pelaksana :

Agustan, S.Sos, M,Si

(Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa)
3. Pelaksana Pengelolaan Informasi ;

Falah Fardina, ST, MM

(Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
4. Pelaksana Dokumentasi dan Arsip :

Fathony Sukendran, SE

(Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa)
5. Anggota :

a. Moh. Khadafi Akbar, SE, M.Si

b. Indarto Djoemir, SH, MH

c. Rinon Agus Wijanarko, S.Kom, MM

d. Irvan Rifana Fathurohman, SE, MM

¢. Aan Mardiyansah, S.1.Kom



Selanjutnya, PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan

Pengadaan Secara Elekironik Setda Provinsi Banten mempunyai tugas:

1.

Membantu PPID Provinsi Banten melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan
wewenang,

Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID
Provinsi Banten,

Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan

pelayanan Informasi Publik,

4. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik,
5. Membantu melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik,

Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutahirkan Daftar Informasi
Publik,

Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses
oleh Publik.

Untuk fungsi PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan

Secara Elekironik Setda Provinsi Banten yaitu:

L.
2.

Penghimpunan informasi publik OPD/Unit Kerja,

Penetapatan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing OPD/Unit
Kerja.

Dalam pelaksanaan PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten berpedoman pada Maklumat Biro

Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro yaitu “Dengan ini menyatakan

sanggup menyelenggarakan pemberian informasi publik kepada masyarakat yang

berkaitan dengan pengadaan barangfjasa secara santun, responsive, akurat dan
akuntabel.”

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1.

Layanan informasi di PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan
Pengadaan Secara Elcktronik Setda Provinsi Banten dikelola secara terpusat (satu
pintu) oleh PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Setda Provinsi Banten,

PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/fasa dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Setda Provinsi Banten tugas dan fungsinya berdasarkan SK Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi
Banten Nomor: 800/504-B.PBJ/2023 kemudian dirubah dengan Nomor: 800/625-
B.PBJ/2023 Tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana,

PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Setda Provinsi Banten beralamat di Kantor SKPD Terpadu Lantai 5 —
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) JIn. Syech Nawawi Albantani
Curug Palima Kota Serang,



4. Sarana dan Prasana Layanan Informasi Publik Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten diantaranya meja kursi
pemohon, komputer, laptop dan printer,

5. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung (datang langsung) maupun

melalui  surat, Email, ePPID Provinsi Banten (hitps:/permohonan-

ppid.bantenprov.go.id),

6. Permohonan informasi wajib memperhatikan ketentuan yang berlaku, sebagai

berikut:

a. Jika permohonan informasi mengatasnamakan pribadi, wajib melaporkan foto
copy KTP,

b. Jika permohonan informasi mengatasnamakan LSM, wajib menyertakan akte
notaries yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di
Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri Serta
Kesbangpol Provinsi Banten,

c. Jika permohonan informasi mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan
akte pendirian perusahaan.

7. Sesuai ketentuan UU KIP No. 14 tahun 2008, jangka waktu pemenuban informasi
publik berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja,

8. Jadwal pelayanan informasi :

Senin-Kamis : 09.00-12.00 WIB s/d 13.00- 15.00 WIB

Istirahat 1 12.00-13.00 WIB
Jumat : 09.00-11.30 WIB s/d 13.30-15.00 WIB
Istirahat :11.30-13.30 WiIB

9. Permohonan informasi tidak di pungut biaya, jika ada dokumen yang harus di foto
copy dan penggandaan CD dibebankan kepada pemohon informasi. Seperti untuk
penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan
penggandaan/fotocopy menyesuaikan atau menyediakan CD/DVD/Flashdisk kosong
untuk perekaman data dan informasinya hal ini berdasarkan SK Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi
Banten Nomor: 300.2.11/1306-B.PBJ/2023 Tentang Penetapan Standar Biaya
Perolehan Informasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Setda Provinsi Banten,

10.Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berdasarakan alasan
sebagai berikut:

a. Penolakan permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9,

Tidak ditanggapinnya Permintaan Informasi,

Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta,

Tidak dipenuhinya Permintaan Informasi,

moe Ao

Pengenaan biaya yang tidak wajar, dan/atau,



g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-
Undang.

11. Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui
pembuatan laporan dan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas
pelayanan informasi publik dilakukan melalui pembuatan laporan dan pelaksanaan
tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik membuat
laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada
PPID Pemerintah Provinsi Banten laporan tersebut memuat informasi masing
masing mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi tindak lanjut
dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan informasi publik disertai dengan
alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan
pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan
perundang undangan,

12. Informasi yang di kecualikan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten berdasarkan SK Kepala Biro
Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi
Banten Nomor: 300.2.11/1305-B.PBJ/2023 Tentang Penetapan Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan diantaranya Data PribadiSeseorang, Dokumen
Pengadaan/Pemeriksaan Barang dan Jasa, Login Administrator/Kode Akses
Elektronik, Set Setting Konfigurasi Network, Segment Network, Security
Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address

Private dan Laporan Keuangan Yang Belum Diaudit.

Untuk tahun 2023 PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten Setda Provinsi Banten ada pemohon

:
|
| C. Rincian Pelayanan Informasi Publik
|

informasi publik (detail terlampir), untuk ringkasan laporan sebagai berikut:

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN LPSE SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023




Dalam pemenuhan informasi publik 2023 PPID Pelaksana Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten, sesuai ketentuan UU
KIP No. 14 tahun 2008, jangka waktu pemenuhan informasi publik berlangsung selama
10 hari kerja dan dapat ditambah 7 hari kerja. Adapun Jadwal pelayanan informasi
sebagai berikut:

Senin-Kamis :09.00-12.00 WIB s/d 13.00- 15.00 WIB

Istirahat - 12.00-13.00 WIB
Jumat - 09.00-11.30 WIB s/d 13.30-15.00 WIB
Istirahat - 11.30-13.30 WIB

. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala Eksternal
Kurangnya tindaklanjut beberapa hasil rapat yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi
Banten.

2. Kendala Internal
Pembuatan Surat Keputusan Tentang Uji Konsekuensi Atas Informasi Yang
Dikecualikan dan Surat Keputusan Tentang Kebijakan Mengenai Dasar Biaya
Perolehan Informasi harus jadi perhatian hal ini berdasakan visitisasi Komisi

Informasi Provinsi Banten Tahun 2023.

. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
Informasi Publik
1. Rekomendasi
Diperlukan kordinasi secara rutin dengan PPID Provinsi Banten, sehingga
penyelenggaraan layanan informasi di Provinsi Banten kedepan lebih baik.
2. Rencana Tindak Lanjut
Akan dilaksanakan perbaikan yang menjadi kekurang dan masukan di Tahun 2023
pada saat visitisasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten Tahun 2023, atas

perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Serang. it Januari 2024
Pit. KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG/JASA DAN LPSE
SETDA PROVINSI BANTEN

SOERJO JANDONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19711025 200112 1 001




LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAS] PPID PELAKSANA TAHUN 2023

No

Tg!

Alamat

Nomor Kontak

Pekerjaan

Informasi Yang Diminta

Tujuan Penggunaan
Infromasi

Status Informasi

Bentuk Informasi Yang Dikuasai
sniuk rlommest

Jenis Permohonan

Dibawah

Belum

Didak

P

Ya

Tidak

kan

Softcopy Hardcopy

Meminta
Salinan

Melihat!
Mengetahui

Keputusan

Alasan Penolakan

Hari dan Tanggal

Biaya dan Cara
Pembayaran

Pemberitahuan Tertulis

Pemberian Informas:

Biaya Cara

23 Agustus
2023

Nodeal

Kota Serang-
Banten

081288228886

Media Orline

1. Apa nama Perusahaan Media
dan dimana domisili penyedia
Belanja Jasa Iklan/Reklama, Film
dan Pemotretan-Cetak Harian
Lokal Pengelolaan Informasi
PBJ/APBD TA 2022

2. Mohon Salinan bukti tayang
masing-masing kegiatan dlatas
3. Mchon Salinan Surat Perintah
Membayar (SPM) anggaran
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film
dan Pemotretan-Cetak Harian
Lokal Pengelolaan Informasi PBJ
APBD murni dan APBD
Perubahan tahun anggaran 2022,
serta Salinan seluruh perjanjian
kerja sama dengan penyedia jasa
publikasi.

v

- v

Surat Tindaklanjut
Permohonan Informasi
Nomor:700/1172-
B.PBJ/2023 Tanggal 31
Agustus 2023

31 Agustus
2023

Dinda Putri
Indrawan

Kota Depok-
Jawa Barat

dinda.shinee5@studen
tuns.ac.id

Mahasiswa

Dokumen rencana pengadaan
tanah jalur KA Bandar Udara
Soekarno Hatta
Nomor:JB.001/V/I/kA-2013
dan/atau Surat Pemberitahuan
Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah Pembangunan Jalur Kereta
Api Bandara Soekarno-Hatta di
Kota Tangerang

Sebagal dokumen
Informasi
penunjang
penelitian skripsi

Biro Pengadaan
Barang/Jasa Setda
Provinsi Banten
baru terbentuk
pada Tahun 2020
berdasarkan
Peraturan
Gubernur Nomor
27 Tahun 2020
sehingga tidak
memiliki dokumen
tersebut.

Surat Tindaklanjut
Permohonan Informas|
Nomor:700/1184-
B.PBI/2023 Tanggal 04
September 2023

Surat Tindaklanjut
Permaohonan
Informasi
Nomor:700/1184-
8.PBJ/2023 Tanggal
04 September 2024

5 September
2023

Dinda Putri
Indrawan

Kota Depok-
Jawa Barat

dinda, @studen

tuns.ac.id

Dokumen rencana pengadaan
tanah jalur KA Bandar Udara
Soekarno Hatta
Nomor:JB.001/V/I/KA-2013
dan/atau Surat Pemberitahuan
Penetapan Lokasi Pengadaan
Tanah Pembangunan Jalur Kereta
Api Bandara Soekamo-Hatta di
Kota Tangerang

Keperluan data
penelitan untuk
skripsi

Pemberian Jawaban

| informasi secara

online Tanggal 06

| september 2023




LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
J1. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN
NOMOR:800/ <O\ -B.PBJ/2023

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAII PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAII PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan dokumentasi di
lingkunpan Biro Penpadaan BarangfJasa dan Layanan Pengadaan
Sccara Elektronik Sekretariat Daemh  Provinsi Banten, perlu
ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a. perlu ditetapkan
denpan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Layanan Pengadaan Secara Elekironik Sekretariat Daerah Provinsi
Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembags Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentanp Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 teatang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Nepgara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tshun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dipindai dengan CamScanner



Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Dacrah Provinsi Banten Nomor & Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
44);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 37).

Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sekretariat Dacrah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

: Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

. Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai

berikut :
1. PPID-Pelaksana mempunyai tugas:
a. Membantu PPID Provinsi Banten melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan wewenang;
b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah
ditetapkan PPID Provinsi Banten;
c. Mengonsolidasikan  proses  penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik;
Membantu melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutahirkan
Daftar Informasi Publik;
g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar
mudah diakses oleh Publik.

™o

Dipindai dengan CamScanner



2. PPID-Pelaksana melaksanakan fungsi:
a. Penghimpunan informasi publik OPD/Unit Kerja;
b. Penetapan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing
OPD/Unit Kerja.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan,

akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai
ketentuan.

Ditetapkandi  : Serang
Padatanggal  : 3! Maret 2023

Pit. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKT RONIK,

SOERJO SOEBIANDONO

8 Dipindai dengan CamScanner




Lampiran Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Nomor ! goe / 404 -B.PBJ2023

Tanggal : =y Maret 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM SK

Pkt KEPALA BIRO
PENGADAAN
BARANG/JASA DAN
1 | Ir. SOERIO SOEBIANDONO, MA LAYANAN PENANGGUNGIAWAB
PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK
KEPALA BAGIAN
PEMBINAAN DAN

2 | FALAH FARDINA, ST, MM ADVOKASI
PENGADAAN
BARANG/IASA
KEPALA BAGIAN

PENGELOLAAN
PELAKSANA
3 | SAIFUL BAHRI MAEMUN, SP, MM LAYANAN PENGELOLAAN
PENGADAAN NEORMAST
SECARA
ELEKTRONIK
KEPALA BAGIAN PELAKSANA
4 | AGUSTAN, $.50s, M.Si PENGELOLAAN | DOKUMENTASIDAN
BARANG/JASA ARSIP
Pit. KEPALA SUB
BAGIAN
s | RAHMAT GUNAWAN, M.Si, MM PERENCANAAN, ANGGOTA
KEUANGAN DAN
PENGENDALIAN
FUNGSIONAL
PENGELOLA
PENGADAAN
BARANG/ASA
FUNGSIONA
7 | RINON AGUS WIJANARKO, S Kom, MM PRANATA ANGGOTA
KOMPUTER
FUNGSIONA
PENGELOLA ANGGOTA
PENGADAAN
BARANG/JASA

KETUA PPID
PELAKSANA

6 | INDARTO DJOEMIR, SH, MH ANGGOTA

8 | IRVAN RIFANA FATHUROHMAN, SE, MM

9 | AANMARDIYANSAH, 5.1LKom PELAKSANA ANGGOTA

Ditetapkandi  : Serang
Pada tanggal : 3| Maret 2023

Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

SOERJO SOEBIANDONO

Dipindai dengan CamScanner




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusal Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
JI. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. {0254) 200123, Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAII PROVINSI PROVINSI BANTEN
SELAKH KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800 / (2¢ -B.PBJ2023

TENTANG
PERUBAIIAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN FENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINS] BANTEN
TAIIUN ANGGARAN 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAII PROVINSK BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Behwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan dokumentasi di
lingkungan Biro Pengadaan Baranp/Jasa dan Layanan Pengadaan
Sccara Elektronik Sekretarial Daerah  Provinsi Banten, perlu
ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. Bahwa adanya mutasi dan rotasi pegawai di Lingkungan Biro
Pengndaan Borang/Jasa don Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sekretariat Daerah  Provinsi Banten perlu dilakukakan perubahan
Surat Keputusan Nomor:800/504-B.PBJ/2023 tentang Penetapan
Pgjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

c. Bahwa untuk maksud terscbul diatas pada butir a dan b perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat
Daerah Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 fentang Pembentukan
Provinsi Banfen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tzhun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 35587)
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

& Dipindai dengan CamScanner



Memperhatikan :

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang peruhahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 temtang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintsh Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157),

8. Peraturan Daerah Provinsi Banien Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
44),

9, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741).

Peratuman Gubemur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada

Biro Pengadasn Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;

: Menetapkan namaz-nama Pejabat Pengelola Informasi danm Dokumentasi

Pelaksana sebapgaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang tercantum
dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai
berikut :

1. PPID-Pelaksana mempunyai tugas:

a. Membantu PPID Provinsi Banten melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan wewenang;,

b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah
ditetapkan FPID Provinsi Banten;

c. Mengonsolidasikan  proses  penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

d. Mengumpuikan dokumen Informasi Publik;

e. Membantu melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f Membantu membuat, mengelola, memelihaa, dan memutahirkan
Daftar Informasi Publik;

g Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar
mudah diakses oleh Publik.

8 Dipindai dengan CamScanner




2. PPID-Pelaksana melaksanakan fungsi:
2. Penghimpunan informasi publik OPD/Unit Kerja;
b. Penetapan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing
OPD/Unit Kerja.

KEEMPAT . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan,
akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai

ketentuan.
Ditetapkandi  : Serang
Pada tanggal : 0% Mei2023

Pit. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGAD SECARA ELEKTRONIK,

SOERJO SOEBIANDONO

Dipindai dengan CamScanner



l.ampirm} Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Sekretariat Dacrah Provinsi Banten

- 809 | Gys -B.PBIR023

Nomaor
Tanggal

© o> Mei2023

PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAI PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

| vo

NAMA

JABATAN JABATAN DALAM SK

Ir. SOERJO SOEBIANDONO, MA LAYANAN PENANGGUNGIJAWAB

Pit. KEPALA BIRO
PENGADAAN
BARANG/JASA DAN

PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK

(&)

AGUSTAN, §.So0s, M,Si

KEPALA BAGIAN
PEMBINAAN DAN
ADVOKASI
PENGADAAN
BARANG/JASA

KETUA PPID
PELAKSANA

FALAH FARDINA, ST, MM

KEPALA BAGIAN
PENGELOLAAN
LAYANAN
PENGADAAN
SECARA
ELEKTRONIK

PELAKSANA
PENGELOLAAN
INFORMASI

FATHONY SUKENDRAN, SE PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN

KEPALA BAGIAN PELAKSANA

BARANG/JASA ARSIP

MOH. KHADAFI AKBAR, SE, M Si PERENCANAAN, ANGGOTA

KEPALA SUB
BAGIAN

KEUANGAN DAN
PENGENDALIAN

INDARTO DJOEMIR, SH, MH PENGELOLA ANGGOTA

FUNGSIONAL

PENGADAAN
BARANG/JASA

RINON AGUS WIJANARKO, $.Kom, MM PRANATA ANGGOTA

FUNGSIONAL

KOMPUTER

IRVAN RIFANA FATHUROHMAN, SE, MM

FUNGSIONAL

PENGELOLA ANGGOTA

PENGADAAN
BARANG/JASA

AAN MARDIYANSAH, 5.1.Kom PELAKSANA ANGGOTA

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 0% Mei 2023

Pit. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

SOERJO SOEBIANDONO

B Dipindai dengan CamScanner




PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerinfahan Provinsi Banten (KP3B)

J1. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNAANGGARAN
NOMOR : <002\ / \205 -B.PBJ2023

TENTANG

PENETAPAN KUASIFIKAST INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

a.

Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik;

Bahwa informasi publik yang dikecuatikan bersifat ketat dan terbatas;

Bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informast publik badan
publik wajib membuat pertimbangan terfulis afas setiap kebijakan
yang diambil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksod dalam huref a, huref b
dan huruf ¢ maka penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan
pada Biro Pengadaan Bamang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secama
Elektronik Seckretariat Daerah Provinsi Banten dengan kepuinsan
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dam Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banfen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 teniang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik fndonesia Tahan 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50338);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana felah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-




Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157),

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
44),

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah:

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Klasifikasi informasi vang dikecualikan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi
Banten;

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan ini merupakan
informasi vang dikecualikan;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan,
akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai
ketentuan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal . 2% Oktober 2023

Pit. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

SOERJO SOEBIA NO




Lembar Pengujian Konsekuensi
Blro Pangadaan Barang/Jasa dan LPSE Setda Provinsl Banten
Provinsl Banten Tahun 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 23 {Dua Puluh Tiga} bulan Oktober 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) bertempat di Rueng Rapat Biro Pengadaan Barang/Jasa lantal 5 Gedung SKPD Terpadu Lantal 5, KP3B Serang-Banten
telah dilakukan pengujian konsekuansl terhadap infarmasi publik yang dikecualikan sebagalmana disebutkan pada tabel dibawah ini:

Kansekuens|/Pertimbangan Bagl Publik
berisl uralan konsekuensi/pertimbangannya)
Informas! ‘ e sannya Jangka Waktu
Ne {berlsl Informas] tartentu yang nkan tikecualikan) Basar Hukum Pengacuallan Informasi {disabutkan Jangka waktunys)
Dibuka Ditatup
Patal 17 K Undeng-Untlang No. 14 Tahyn 2008 tentang KIP Papat dibuka fika pihak yang atastanya
1 |Data privadi Seseorang |( apat mengunglap rahasle pribadi) Intengungiap rahesla pribad! Manntiung! rohasia prtbad diungap mamber pertablamn
Pasal 17 | UU No. 14 Tahun 2008 tantang KIP {Surat-surat badan
2 |ookumen bangadaan/Pemarlisaan Barang dan Jaw publik atay Intrs badan publik yang manurut sifatnya Salama Untang-Undang mamparbalehkan dibuke Selama Undang-Undang membntes! untuk dirhesiaian Dopat d:;::'&h mh't Fg‘“ “ﬁ '::“l“m
dirahasiakan) BAAR mamaer! PaTSIE
3 lumn Adinistratar /Kedo Akees Elakirantk Pl g;:ﬂlrmm‘;‘;fdﬁﬁ:ﬁﬂ::m;ﬁ;m‘ Jscloma Undang-Undeng mamperkolehkan dibuks Salama Undang-Undang mamiaatast untuk drahaslekan Depat dbukn Jka sda persitufuan
Satting Konfiguras! Ratwork, Segmant Natwork, Sacurity Network,
Pasnl 17 UY No, 14 Tahun 2008 tentang KIP {Informatl yang
4 [manajensen Bandwith, Lokas! sarver, \nternet Protocal AP Address |5eloma Yndang-Undang memperbolehkan dibuke Saloma Undang-Undang membatast untuk dirahestakan Dapat dibuke fika ada parstujuan
Private ' ! tdak bolah diungkapken hardesarkan UU)
5 |LaporanKeusngan yang balum dimudit g;:;i‘m&fm tantang KIP pasal 17 huruf b danhserta de s 1godang.Undang mamparbolohioan dibuke salama Undang-tndang membatas! usituk dirahaslakem Dapt dibuka [ika ada persttujusn




Bahwa penguji konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No

Nama

Jabatan

oPD 1D

Agustan, 5.5as, M. Si

Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/lasa

Biro Pengadaan Barang/lasa dan LPSE

Moh. Khadafi Akbar, SE. M.5i

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pengendalian

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

Indarto Djoemir, SH, MH

Funsional Analis Kebijakan Ahli Muda

Biro Pengadaan Barang/lasa dan LPSE

Serang, 8 Oktober 2023
PIt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE
Setda Provinsi Banten,

NIP. 19711025 200112 1 001



T it

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pasat Pemerintahan Proviusi Banten (KP3B)
J1. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Sexang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

f

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECABA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : ggo.2-\\ J \&el, -BPBY2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DPAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. Bahwa uniuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
serta dokumentasi publik dalam rangks menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang
berkualitas sangat dibutuhkan sesusai dengan keientuan perafuran
perundang-undangan sehingga dipandang periu menetapkan standar
biaya perolehan i i;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam horuf a, maka
penetapan standar biaya perolehan informasi pada Biro Pengadaan
Barang/Jasa dsn Layanan Pengadam Secara Elektronik Sekretariat
Daerah Provinsi Banten perlu ditetapkan dengan kepuotusan Kepala
Biro Pengedaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara
Flektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 14 Talum 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 {entang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pernbahan Kedua atas Undang-




Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahum 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 2010 fentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 fentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penmgelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Talum 2017 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Talum 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Dacrah Provinsi Banten Nomor
44,

9. Pemturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang perubahan
atas Pemturan Gubemur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

10, Peraturan Gubemur Banfen Nomor 45 Tahun 2022 {entang
Kedudokan, Susunan Organisasi, Tagas Pokok dan Fungsi, Uraian
Tagas, dan Tata Kerja Sckrefariat Daerah.

Peratnran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 {entang Standar
Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Standar biaya perolehan informasi pada Biro Pengadasn Barang/Jasa dan

Layanan Pengadasn Secara Elektronik Sekretarint Daerah Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1.

Layanapan Informasi di Biro Pengadaam BarangfJasa dan Layanan

Pengadaan Secara Elekironik Sekvetariat Daerah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2023 tidak dipungut biaya;

Untuk informasi danfatan bemink digital disampaikan melalui surat

elekironik danfatan media penyimpanan yang dibawa oleh pemohon

informasi;

Untnk pemohon informasi dalam beniuk cetak, pemohon informasi dapat

menggandakan dokumen secara mandiri seperti umiuk penggandaan atau

perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan

penggandaanffofocopy menyesuaikan atay menyediakan

CD/DVD/Fiashdisk kosong uniuk perckaman data dan informasinya;

Biaya penyampaian informasi:

a. Kurir/Pos : ditanggmng oleh pemohon informasi sesuai dengan biaya
kirim yang ditetapkan oleh Kurir/Pos;

b. Email  :tidak dikenakan biaya/Rp. 0.-

¢. Fax : tidak dikenakan biaya/Rp. 0.-




KEDUA - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan,
akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesual
ketentuan.

Ditetapkan di  : Serang
Pada tanggal 12« Oktober 2023

Pit. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

SOERJ IANDONO




LAMPIRAN

JAWABAN
PERMOHONAN
INFORMASI



i 'ﬂoid

it Integritas Informasi Teruji
il -

No gi(msrk'i‘-Nd_svn!:‘20:3

Lamp }-

Hal l‘fil"crmnlmn;m Informas)

Kepada Yth:
Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Serda
Provingi Banten
Di,
'l‘unaat

5
Salam :#Jahtcra,
i

Kaini u*ppkan pada bapak ' ibu dalam menjalankan tugas dan aktifitas schari-hari semoga schat
walafiat'sclalu. Amin

fiz
MerujulﬂUndang-undang Pers No.40 tahun 1999 Pasal 4 Avat 3 tentang Hak Pers Nasional dalam
hal mengari, memperolch dan menyebarkan informasi dan UL Keterbukaan Informasi Publik
(KIP) Nemor 14 tahun 2008 pasal 11, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap
saal fg
|
Kami da(': Media Cvber o igin mengkonfirmasi realisasi dana publikasi APBD TA
2022 \-'aag dikelola Biro Pengadaan Barang Jasg Dan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Setda. Hal im dilakukan guna menghindari kekeliruan informasi, berikut beberapa
mﬂ)rmaé_lrﬁ yang dibutuhkan antaranya
i zliépa nama Perusahan Media dan dimana domisili penyedia Belanja Jasa
@lan/kcklanw, Film, dan Pemotretan - Cetak Harian Lokal Pengelolaan Informasi
PBJ APBD TA 2022
2. ﬂohon saiinan bukti tayang masing masing kegiatan diatas,
3. ﬁ‘?oh:m salinan Surat Perintah Membayar (SPM) anggaran Belanja Jasa
@an/ﬁeklame, Film, dan Pemotretan - Cetak Harian Lokal Pengelolaan Informasi
'BJ APBD murni dan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2022, serta salinan

sﬂluruh perjanjian kerja sama dengan penyedia jasa publikasi.

Kunﬁmﬁsn ini kam lakukan guna kesenmbangan pemberitaan, adapun kontak person yang dapat

di hubur&i +62 812 88 22 8886

Demikian Surat konfirmasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima
kasith.
l
Serang. /23
( Rudi Manurung )
Pemimpin Redaksi
Tembusa

Komisi faformasi Provinst Banten



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. {0254) 200123 Fax. 200520

R s
ra—

Nomor

Lampiran
Perihal

Tembusan:

e e e i et e A e Vet PR e

e i el
e ——

rrr——elanam—

Serang, 2\ Agustus 2023
Yo/ \WP-BPBI2023 Kepada
- Yth. Pemimpin Redaksi
Tindaklanjut Permobonan Nodeal.id
Informasi di
Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan informasi Saudara yang disampaikan
kepada Nodeal.id nomor: 083/KT-Nd/VII1/2023 tanggal 23 Agustus 2023 perihal
Permohonan Informasi, bersama ini dapat disampaikan bahwa permohonan
informasi yang Saudara minta mengandung permintaan dokumen untuk itu akan
kami proses sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik dan seluruh aturan turunannya dan dipersilahkan untuk
melengkapi identitas Saudara sebagai perorangan/badan/lembaga dan
menyampaikan tujuan penggunaan dari informasi tersebut.

Terkait hal tersebut kami meminta Saudara untuk dapat melengkapt dan
menyampaikan hal-hal yang tersebut diatas sesuai pasal 27, 29 dan 30 Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik selambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat ini sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 33 Peraturan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terimakasih.

Pit. KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG/JASA DAN LPSE
SELAKU KEPALA UKPBJ PROVINSI BANTEN

SOERJO SOEBI ONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19711025 200112 1 001

1. Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Plt. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Setda Provinsi Banten (sebagai laporan).
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PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani. Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200529

Serang, c4September 2023

Nomor 0 e [ Wia -B.PBJ2023 Kepada
Lampiran Do Yth. Sdri Dinda Putn Indrawan
Perihal - Tindaklanjut Permohonan di

Informasi Tempat

Menindaklanjuti  permohonan informasi Mahasiswi  dengan Kkode
permohonan #2023365 perihal Permohonan Informasi Dokumen rencana
pengadaan tanah jalur KA Bandar Udara Soekarno Hatta Nomor: IB.001/V/I/KA-
2013, bersama im dapat disampaikan bahwa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda
Provinsi Banten baru terbentuk pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur
Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Sehingga dokumen yang dimaksud tidak terdapat di Biro kami, saran kami
Saudari dapat meminta informasi lebth lanjut terkait kearsipan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Plt. KEPALA BIRO
PENGADAAN BARANG/JASA DAN LPSE
SELAKU KEPALA UKPBJ.PROVINSI BANTEN

SOERIO.S ANDONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19711025 200112 1 001

Tembusan:

Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan).

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);

Yth, Pli. Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Pengadaan Setda Provinsi Banten (sebagar laporan).

L O



-~ PROVINSIJAWA BARAT

| — KOTA DEPOK

NIK = 3276015305008088

Nama -DINDA PUTRIINDRAWAN

Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 13-05-2000

Jenis kelamin :PEREMPUAN  Gol. Darah :-

Alamat - PERMATA DEPOK KUMALAE
1&!02 :

RT/RW

KelDesa E.mwan ==
Kecamatan - CIPAYLING

Agama ' ISLAM :
Status Perkawinan: BELUM KAWIN ,
Pekerjaan ' PELAJARMAHASISWA

Kewarganegaraan:™ WNI
Berlaku Hingga SEUMUR HIUUP




Tanggal Permohonan : 31 Aug 2023
Batas Tanggal Dijawab: 07 Sep 2023

Informasi Pemohon

Dinda Putri Indrawan

Perumahan Permata Depok Sektor Kumala Blok
E10/02. Kota Kota Depok, Kec. Cipayung, Kel.
Pondok Jaya

Kode Pos 16437
Provinsi Jawa Barat
dinda.shineeb@student.uns.ac.id

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Jenis Permohonan : Perorangan
Kode Permohonan : # ;
Status Permohonan : Permohonan Selesai

Unit Kerja Tujuan

Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan LPSE
Sekretariat Daerah

informasi Yang di Butuhkan

Pekerjaan . [Mahasiswi

Rincian informasi yang dibutuhkan

Kota Tangerang

Dokumen rencana pengadaan tanah jalur KA Bandar Udara
Soekarno Hatta Nomor: JB.001/V/I/KA-2013 DAN/ATAU
Surat Pemberitahuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta di

Tujuan Penggunaan Informasi

Sebagai dokumen informasi penunjang penelitian skripsi

Cara Memperoleh Informasi Melihat
Mendapatkan Salinan Informasi Softcopy
Cara Mendapatkan Salinan informasi Email

Dokumen Pendukung Pemohon Informasi

# | Jenis Dokumen

Nomor Dokumen Dokumen

1 |KTP 3276015305000008

Tindak Lanjut / Jawaban Atas Permohonan Informasi Publik

hitps://ppid.bantenprov.go.id

Pemerintah Provinsi Banten




Jawaban

Kepada Yth. Sdri Dinda Putri Indrawan di Tempat Menindaklanjuti
permohonan informasi Mahasiswi dengan kode permohonan #2023365 perihal
Permohonan Informasi Dokumen rencana pengadaan tanah jalur KA Bandar
Udara Soekarno Hatta Nomor: JB.001/V/VKA-2013, bersama ini dapat
disampaikan bahwa Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten baru
terbentuk pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sehingga dokumen yang
dimaksud tidak terdapat di Biro kami, saran kami Saudari dapat meminta
informasi lebih lanjut terkait kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Banten Demikian disampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih. Surat kami (terlampir)

Dokumen

hitps:/ippid.bantenprov.go.id

Pemerintah Provins! Banten



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tanggal Permohonan : 05 Sep 2023 Jenis Permohonan : Perorangan
Batas Tanggal Dijawab: 12 Sep 2023 Kode Permohonan : #
Status Permohonan : Permohonan Selesai

Informasi Pemohon Unit Kerja Tujuan
Dinda Putri Indrawan Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan LPSE
Permata Depok Sektor Kumala Blok E10/02. Sekretariat Daerah
Kota Kota Depok, Kec. Cipayung, Kel. Pondok -
Jaya .

Kode Pos 16437
Provinsi Jawa Barat
dinda.shinee5@student.uns.ac.id

Informasi Yang di Butuhkan
: |Mahasiswi

Dokumen rencana pengadaan tanah jalur KA Bandar Udara
Soekarno Hatta Nomor: JB.001/V/I/KA-2013 DAN/ATAU
Rincian informasi yang dibutuhkan ¢ |Surat Pemberitahuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta di
Kota Tangerang

Pekerjaan

Tujuan Penggunaan Informasi :  |Keperluan data penelitian untuk skripsi
Cara Memperoleh Informasi : Melihat

Mendapatkan Salinan Informasi :  |Softcopy

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : [Email

Dokumen Pendukung Pemohon Informasi

# | Jenis Dokumen | Nomor Dokumen o Dokumen
1 KTP 3276015305000008 @

Tindak Lanjut / Jawaban Atas Permohonan Informasi Publik

https:/ppid.bantenprov.go.id Pemerintah Provinsi Banten



Jawaban

1Kepada Yth. Sdri Dinda Putri Indrawan Menindaklanjuti permohonan informasi
Mahasiswi dengan kode permohonan #2023367 perihal Permohonan Informasi
Dokumen rencana pengadaan tanah jalur KA Bandar Udara Soekarno Haita
INomor: JB.001 NKA-2013, bersama ini dapat disampaikan bahwa Biro
Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Banten baru terbentuk pada Tahun
2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang
iperubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sehingga dokumen yang dimaksud tidak
terdapat di Biro kami, saran kami Saudari dapat meminta informasi lebih lanjut
terkait kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Dokumen

Tidak Ada Dokumen Pendukung

hitps://ppidbantenprov.go.id

Pemerintah Provinsi Banten



